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WALIKOTA PASURUAN

MATERI JAWABAN WALIKOTA PASURUAN

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD 

KOTA PASURUAN

PADA PEMBAHASAN RANCANGAN APBD KOTA PASURUAN 

TAHUN ANGGARAN 2022
ASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB.

· Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua serta para Anggota DPRD Kota Pasuruan;

· Yth. Para Anggota Forum Pimpinan Daerah Kota Pasuruan;

· Yth Sekretaris Daerah dan para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

· Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian ini, ijinkanlah saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadlirat Allah SWT, sebab hanya atas lindungan dan karunia-Nya semata kita dapat hadir dalam sidang yang berbahagia ini, untuk menunaikan salah satu tugas pemerintahan Daerah, yakni dalam rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya, terkhususkan kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan penuh rasa tanggungjawab telah bekerja keras secara marathon bahu-membahu dengan Eksekutif telah melakukan pembahasan atas Rancangan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022, dengan jadwal yang demikian ketat. 
Dalam kondisi demikian, sejauh ini jadwal ketat tersebut telah dapat dipenuhi, hingga saat ini kita telah sampai pada Persidangan Paripurna ke-3 ini. Lebih dari itu, perjalanan pembahasan Rancangan APBD ini pun telah berlangsung secara intens, dalam suasana kebersamaan dan kemitraan, yang telah secara kooperatif menghasilkan progress (kemajuan) pembahasan yang sangat dinamis, sebagaimana apa yang tertuang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-2. Berbagai kritisi, analisis, saran, dan masukan telah secara jelas diartikulasikan melalui Pemandangan Umum tersebut. Untuk itu, pihak Eksekutif telah melakukan telaah secara seksama atas Pemandangan Umum tersebut, yang untuk menanggapinya kami sajikan secara berurutan, masing-masing butir, sebagai berikut :
FRAKSI  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pertama, Program dan kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di RSUD dr. R. Soedarsono yaitu:

1. Melakukan perbaikan dan memperindah fisik Rumah Sakit

2. Melakukan penambahan jumlah tenaga dokter umum dan spesialis
3. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan-pelatihan
4. Penambahan dan modernisasi alat kesehatan yg dibutuhkan demi meningkatkan kualitas layanan
Kedua, Pemerintah Kota Pasuruan sepakat dan sejalan dengan Fraksi PKB, bahwa dalam percepatan pencapaian vaksinasi utamanya bagi lansia harus dikerjakan secara berkelanjutan dan tidak secara parsial sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Adapun upaya percepatan pencapaian vaksinasi bagi lansia dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada lansia dan keluarganya pada saat posyandu lansia agar para lansia mau untuk divaksinasi.

2. Melakukan pendekatan secara komprehensif dengan melibatkan Perangkat Daerah melalui prinsip setiap Perangkat Daerah wajib mengantar lansia ke fasilitas pelayanan Kesehatan untuk di vaksinasi.
3. Mendekatkan akses pelayanan vaksinasi kepada lansia sampai ke posyandu lansia
4. Sosialisasi melalui semua media baik media cetak, elektronik & media sosial serta melibatkan semua elemen masyarakat

5. vaksinasi door to door bersama babinsa dan babinkamtibmas;
Perlu kami sampaikan bahwa capaian vaksinasi lansia di Kota Pasuruan sudah melampaui target yang telah di tetapkan oleh Satgas Covid-19 Nasional yaitu sebesar 60%, dan meski target sudah tercapai kami akan terus berupaya untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi.

Ketiga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk memberikan bantuan sosial didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan pemutakhiran (yang meliputi Pengusulan atau perbaikan data) DTKS diawali di tingkat kelurahan, yang melibatkan RT/RW, PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), dan Pendaftaran Mandiri kepada perangkat kelurahan yang kemudian di Musyawarahkan (Melalui Musyawarah Kelurahan). Hasil musyawarah kelurahan ini setelah memperoleh pengesahan dari Kelurahan dan Kecamatan diajukan ketingkat kota melalui Dinas Sosial. Selanjutnya Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan diajukan ke Kementrian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Penyaluran Bantuan Sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat didasarkan pada Kuota Bantuan Sosial yang diberikan kepada masing-masing daerah sesuai dengan By Name By Adress yang sudah di tentukan. Terhadap warga kurang mampu yang belum terampu oleh Pemerintah Pusat dan Penerima Manfaat yang di non aktifkan oleh Pemerintah Pusat tetapi masih layak menerima, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan mengampunya melalui bantuan sosial APBD.

Keempat, Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, pada Tahun 2022 telah dianggarkan Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Diklat Calon Pengawas Sekolah bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah/Madrasah dan Calon Pengawas Sekolah secara legal formal lengkap dengan sertifikat dan NUK (Nomor Urut Kepala Sekolah) dan NUPS (Nomor Urut Pengawas Sekolah), yang akan dijadikan dasar dalam pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Kelima, Dalam melaksanakan program/kegiatan, Perangkat Daerah berpedoman pada tugas dan fungsinya, sehingga terdapat kesan bahwa program/kegiatan terkesan monoton. Anggapan tersebut tidaklah benar mengingat sasaran dan objek program/kegiatan berbeda-beda pada setiap tahun anggaran serta melaksanakan penjabaran visi misi Kepala Daerah. Sebagai contoh, dalam melaksanakan Misi Maju Ekonominya telah dianggarkan sebesar Rp. 75.142.514.125,00 (Tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terintegrasi dalam program/kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, penguatan implementasi kegiatan dimaksud pada tahun anggaran 2022. 

Keenam, Dalam rangka penertiban pengelolaan barang milik daerah, beberapa upaya kongkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatasi penyimpangan pemanfaatan barang milik daerah antara lain, sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan Wali kota tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan juga menyusun standard operating procedure (SOP) pengelolaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Percepatan pensertifikatan aset tanah, dari total 1.035 bidang telah bersertifikat sebanyak 471 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 564 bidang. Tahun 2021 telah didaftarkan untuk sertifikasi sebanyak 366 bidang dan diharapkan tahun 2023 semua aset tanah Pemerintah Kota Pasuruan telah bersertifikat;
3. Mengirim 4 orang Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti kegiatan pelatihan administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang nantinya keempat orang tersebut akan menjadi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D);
4. Pemasangan patok dan papan nama pada beberapa lokasi aset tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan;
5. Melakukan inventarisasi barang milik daerah yang bertujuan untuk memperbaiki data dan informasi kondisi terbaru barang milik daerah; dan
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh Camat dan Lurah atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah khususnya aset tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
Ketujuh, Terkait dengan pengelolaan rusunawa sudah diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagai mana tercantum dalam Pasal 18 yang berbunyi:

(1) Batas waktu hunian Rusunawa adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Penghuni yang telah mencapai batas waktu hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan sewa maksimal 1 (satu) kali waktu perpanjangan atau selama 3 (tiga) tahun berikutnya. 
Perlu disampaikan bahwa kami sudah mengusulkan pembangunan Rusunawa baru yang bertempat di Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Petahunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kedelapan, Pembangunan payung sudah direncanakan secara matang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaannya. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing. Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan payung tersebut merupakan langkah awal untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Kota Pasuruan yang dampaknya dapat meningkatkan pula geliat ekonomi di masyarakat.

Kesembilan, Berkenaan dengan penataan pedagang kaki lima di alun-alun akan dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah terkait, serta berkoordinasi secara intens dengan instansi terkait dalam upaya optimaliasi pengawasan, pengendalian, pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun-Alun Kota Pasuruan.
Kesepuluh, Dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara (JLU) menurut Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pengajuan penetapan lokasi JLU harus memperbarui Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, kemudian dilanjutkan proses pengajuan penetapan lokasi JLU ke Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya baru bisa dilaksanakan pembebasan tanahnya. Adapun untuk penganggaran Tahun 2022 disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang sudah siap untuk dilakukan pembayaran.
Kesebelas, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan pembangunan kampung tematik sejak tahun 2019 di 2 lokasi yaitu Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Kandangsapi berupa pembangunan akses menuju makan KH. Abdul Hamid. Pembangunan tersebut dilanjutkan tahun 2021 yang berlokasi di gang sebelah utara masjid berupa akses untuk peziarah perempuan.

Pelaksanaan pembangunan kampung tematik di sekitar wisata religi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat termasuk ta'mir masjid.
Keduabelas, Dapat disampaikan bahwa program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara (JLU) menurut Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pengajuan penetapan lokasi JLU harus memperbarui Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, kemudian dilanjutkan proses pengajuan penetapan lokasi JLU ke Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya baru bisa dilaksanakan pembebasan tanahnya. Adapun untuk penganggaran Tahun 2022 disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang sudah siap untuk dilakukan pembayaran. Adapun rencana trase yang melintasi hutan bakau berada di kelurahan Tambaan dan masuk disection II.
2. manajemen pengembangan pengelolaan dan pemasaran dari wisata kuliner diutamakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Pasuruan. Adapun terkait Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan kajian lebih lanjut.
3. Rencana dasar revitalisasi atau pembangunan pasar di Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu tetap mengakomodir sesuai konsep yang diamanatkan oleh Kementerian Perdagangan berupa penerapan pasar modern secara bertahap, formula ke depan untuk sistem pasar tradisional/rakyat di Kota Pasuruan berupaya menerapkan sistem kepengelolaan pasar modern sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dengan tetap mempertahankan karakteristik ciri khasnya sebagai pasar tradisional yaitu adanya interaksi sosial antara pembeli dan penjual melalui proses tawar menawar dan lebih menekankan pada sisi pembeli aktual yakni konsumen yang berada di dalam pasar. Peningkatan sarana prasarana penunjang operasional pasar meliputi aspek modernisasi pasar tanpa menghilangkan ciri tradisionilnya, memperkuat daya tarik fisik pasar agar selalu ramai dikunjungi, memperkuat citra pasar yang ramah lingkungan, bersih, sehat dan asri serta penataan sistem kebersihan terpadu sejak tahap perencanaan dan pembangunan sehingga dapat menciptakan atmosfir berbelanja yang sesuai dengan citra baru pasar tradisional. Oleh karena itu dengan peremajaan revitalisasi pasar di Kota Pasuruan ke depan akan berdampak besar pada aspek peningkatan penerimaan / omset bagi Pemerintah Kota Pasuruan khususnya para pedagang itu sendiri serta mampu bersaing secara kompetitif dengan pusat perbelanjaan toko modern lainnya dari segi produk komoditi yang dipasarkan.

4. Terkait 3 titik pintu masuk kota pasuruan yang terlihat suram dan kumuh, upaya yang dilakukan adalah :

1. Memperindah pintu masuk di 3 titik tersebut;
2. Meningkatkan kelayakan akses jalan masuk wilayah Kota Pasuruan berupa optimalisasi kondisi jalan, dan trotoar;
3. Meningkatkan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terang dan indah; dan
4. Menambah fasilitas perlengkapan keselamatan jalan.
5. Dalam melaksanakan program/kegiatan, Perangkat Daerah berpedoman pada tugas dan fungsinya. Sehingga terdapat kesan bahwa program/kegiatan terkesan monoton. Anggapan tersebut tidaklah benar mengingat sasaran dan objek program/kegiatan berbeda-beda pada setiap tahun anggaran serta melaksanakan penjabaran visi misi Kepala Daerah. Sebagai contoh, dalam melaksanakan Misi Maju Ekonominya telah dianggarkan sebesar Rp. 75.142.514.125,00 (Tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terintegrasi dalam program/kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, penguatan implementasi kegiatan dimaksud pada tahun anggaran 2022.
6. Terkait dengan penyelesaian pembangunan gedung depo arsip dapat disampaikan bahwa pada tahun 2022 belum dapat dilanjutkan karena pembangunan infrastruktur lebih difokuskan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan direncanakan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2023.
7. Dalam kebijakan umum APBD tahun 2022 ada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Kami menemui beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :
a. Pengusulan anggaran untuk Pengadaan CT Scan dan MOT melalui Dana Alokasi Khusus  Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan dengan mekanisme pengusulan melalui aplikasi KRISNA BAPPENAS secara virtual atau elektronik. Dalam aplikasi tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Tim verifikator BAPPENAS untuk MOT dan tidak mendapatkan persetujuan dari Tim verifikator Kementerian Kesehatan untuk CT Scan.

b. Untuk melaksanakan rotasi Guru, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan analisa kebutuhan guru di masing-masing sekolah sesuai dengan beban tugas dan sertifikat pendidiknya sehingga tidak mempengaruhi tunjangan sertifikasi guru yang di rotasi, dikarenakan setiap sekolah jumlah rombongan belajarnya tidak sama dan bisa mempengaruhi jumlah jam mengajar guru. Untuk kedepannya akan dilakukan rotasi Guru sesuai dengan kebutuhan dan secara bertahap. 

c. Pada Tahun 2022 telah dianggarkan Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah/Madrasah secara legal formal lengkap dengan sertifikat dan NUK (Nomor Urut Kepala Sekolah).
8. Penerapan Sistem Merit dalam pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan Sistem Merit adalah Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Untuk penerapan Reward and Punishment Pegawai saat ini pedomannya mengacu pada Perwali Tambahan Penghasilan Pegawai Nomor 6 Tahun 2021, bahwa bagi PNS yang telah menyelesaikan kinerja secara optimal sesuai target, maka TPP-nya diberikan penuh, dan bagi PNS yang tidak melaksanakan kinerja sesuai target, maka TPP-nya akan dipotong sesuai dengan capaiannya.

9. Upaya revitalisasi bidang keolahragaan dapat dilihat dengan adanya kegiatan fasilitasi olahraga berprestasi melalui Hibah kepada KONI dan National Paralimpic Comittee of Indonesia (NPCI) Kota Pasuruan serta fasilitasi olahraga rekreasi melalui kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun upaya revilitasi bidang kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan dan Hibah pada organisasi pemuda, hal ini tidak hanya dilaksanakan oleh dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan tetapi ada penguatan kelembagaan karangtaruna di Dinas Sosial, Pelatihan pengembangan pemuda milenial dan kreatif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja.

10. Terkait dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang terdapat pada sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan.
FRAKSI HANURA NASDEM PDI PERJUANGAN

1. Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan inventarisasi terhadap produk-produk hukum khususnya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.
2.  Permasalahan perparkiran merupakan permasalahan yang harus diurai secara bijak dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu kami berkomitmen untuk menggali potensi perparkiran dan meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir.

3.  Dapat disampaikan bahwa pemerintah kota pasuruan berusaha mendapatkan DID melalui:
1. Peningkatan Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang pendidikan;

3. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang kesehatan;

4. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;

5. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat;

6. Peningkatan Pelayanan umum pemerintahan;

7. Peningkatkan ekspor;
8. Peningkatan investasi;

9. Peningkatan Pengelolaan sampah;

10. Peningkatan Pengendalian inflasi daerah; dan

11. Peningkatan Indeks pencegahan korupsi;

4.  Dapat disampaikan bahwa program/kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang ditetapkan sebagaimana 10 program prioritas kepala daerah yang terintegrasi dalam program/kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, melalui penguatan implementasi kegiatan dimaksud pada tahun anggaran 2022.
5.  Dapat disampaikan bahwa strategi dalam mewujudkan visi misi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Adapun penempatan urutan strategi layanan publik dan manajemen birokrasi disesuaikan dengan urutan program super prioritas pada RPJMD. Pun demikian terkait peningkatan kemampuan/keprofesional PNS, Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan dukungan sebesar-besarnya melalui peningkatan SDM Aparatur guna memberikan kontribusi dan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan.
6. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah mendorong partisipasi swasta atau masyarakat dalam peningkatan PAD dan pembangunan daerah melalui kemudahan dan transparansi proses perijinan serta adanya sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital.
7.  Terkait penyiaran potensi Kota Pasuruan dilakukan melalui situs/Web, Aplikasi KIPAS (Iki Pasuruan), Media Sosial (Instagram, Facebook), Media Elektronik milik Pemerintah Kota Pasuruan, disampaikan juga bahwa Pemerintah Kota Pasuruan selalu melakukan update terhadap media penyiarannya dimana didalamnya memuat seluruh kegiatan dan kondisi terkini Kota pasuruan yang dilakukan setiap saat.
8.  Dapat disampaikan bahwa terkait pelestarian dan nilai-nilai budaya lokal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan pelaku seni budaya di Kota Pasuruan

2. Mengadakan festival-festival antara lain festival kolaborasi seni musik tradisional

3. Festival seni tari tradisional

4. Pembinaan pencak silat mancilan

Salah satu urusan kebudayaan yang dapat menarik wisatawan dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik dan menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata dengan penyelenggaraan festival seni atau pergelaran seni budaya.
9. Di dalam RTRW sudah ditentukan zonasi pusat pelayanan lingkungan wilayah timur berada di Kelurahan Blandongan serta direncanakan dibangun pasar dan fasilitas pendidikan lanjutan.
10. Terkait laporan penyerapan APBD Induk Kota Pasuruan Tahun 2022  maupun pada APBD perubahan akan kami tindaklanjuti.
11. Terkait early warning system disampaikan bahwa saat ini sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Early Warning System akan diintegerasikan dengan Aplikasi Smart City dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Terkait dengan SOP Penanganan Banjir di Kota Pasuruan telah disusun draft SOP yang mengatur tugas dan wewenang Perangkat Daerah terkait kebencanaan serta sistem Koordinasi, draft terlampir
12. Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara sekarang pada proses studi kelayakan dan pada tahun 2022 akan diadakan studi Amdal dan Amdalalin sebagai persyaratan pengajuan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Timur, selanjutnya setelah mendapatkan Penetapan Lokasi akan dilakukan pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara. Sehubungan dengan pengampu kegiatan infrastruktur dalam mendukung Kota Madinah telah sesuai dengan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022.
13. Dalam rangka peningkatan layanan kesehatan di RSUD dr. R Soedarsono, Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan dukungan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan pembangunan instalasi Rekam Medik, kegiatan pengadaan alat kesehatan, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Gedung serta kegiatan penanganan pandemi COVID-19 melalui Belanja Tidak Terduga.
14. Terkait penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pasuruan, kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik selaku mitra DPRD Kota Pasuruan.

15. Saran dan masukan akan diperhatikan, kedepan kami akan berkoordinasi secara intens dengan instansi terkait dalam upaya optimaliasi pengawasan, pengendalian, pengaturan dan penertiban Lalu Lintas Jalan, Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun-Alun Kota Pasuruan.
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
I. PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi postur pendapatan tahun 2022 dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan postur pendapatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini sebagai akibat terjadinya Pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada menurunnya pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang tentunya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dan tentu saja berdampak pula pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Sehingga proyeksi postur pendapatan daerah pada tahun 2022 cukup realistis jika tidak jauh berbeda dengan postur pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dapat disampaikan bahwa upaya pemerintah kota pasuruan untuk mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat antara lain:

1. Peningkatan Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang pendidikan;

3. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang kesehatan;

4. Peningkatan Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;

5. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat;

6. Peningkatan Pelayanan umum pemerintahan;

7. Peningkatkan ekspor;

8. Peningkatan investasi;

9. Peningkatan Pengelolaan sampah;

10. Peningkatan Pengendalian inflasi daerah; 

11. Peningkatan Indeks pencegahan korupsi; dan
12. Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus.

II. BELANJA DAERAH

Kepada Fraksi PKS kami ucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan dan saran yang disampaikan akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.
III. TERKAIT PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil pantauan, masukan dari masyarakat, dan juga hasil hearing dengan OPD terkait, ada beberapa masukan dan pertanyaan yang ingin kami sampaikan:

1. TENTANG BANTUAN KAIN SERAGAM.

Terkait dengan rencana pengadaan kain seragam untuk siswa SD kelas 1 (satu) dan siswa SMP kelas 7 (tujuh) kami berencana agar pengadaan kain seragam tersebut bisa direalisasikan pada triwulan I sehingga dapat diserahkan pada tahun ajaran baru.
Dapat kami jelaskan Proses pengadaan kain seragam sudah kami laksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan sudah ada pengumuman pemenang, selanjutnya masa sanggah yang berakhir tanggal 16 Nopember 2021, setelah habis masa sanggah Penetapan Pemenang oleh BPBJ, dan selanjutnya surat perintah mulai Kerja (SPMK) untuk proses pengadaan barang oleh CV Pemenang dengan batas waktu pendistribusian akhir bulan Desember 2021.
2. TERKAIT DENGAN PERBAIKAN RUMAH AKIBAT BENCANA. 

Saran diperhatikan, SOP Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah akibat bencana segera kami buat dengan menyesuaikan regulasi Pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Terkait dengan penanggulangan banjir di Kota Pasuruan telah disusun draft SOP yang mengatur tugas dan wewenang Perangkat Daerah dalam penanggulangan kebencanaan serta sistem koordinasi, draft terlampir
Terkait bencana banjir yang selalu melanda kota Pasuruan akan dilakukan kajian dan analisa detail penyebab luapan air pada Tahun 2022.
Dapat disampaikan bahwa guna penanggulangan banjir di Kota Pasuruan telah disusun draft SOP yang mengatur tugas dan wewenang Perangkat Daerah dalam penanggulangan kebencanaan serta sistem koordinasi, draft terlampir

Terkait dengan penanggulangan bencana banjir sudah diajukan proposal maupun permintaan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berupa proposal kegiatan kelurahan tangguh bencana dan permintaan bantuan logistik penanggulangan bencana.
3. TERKAIT DENGAN PENATAAN ALUN ALUN SEBAGAI PERWUJUDAN PROGRAM SUPERPRIORITAS 2022.

Dapat disampaikan rekapitulasi data SKPD pengampu, nama sub kegiatan dan besaran anggarannya sebagaimana terlampir.
Kami berkomitmen untuk menuntaskan penataan alun-alun pada tahun 2022. 
Berkenaan dengan penataan parkir dan pedagang kaki lima di alun-alun akan dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah terkait.

Dapat disampaikan bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, mengingat belum adanya kuota formasi jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kota Pasuruan, oleh karena itu Pemerintah Kota Pasuruan mengupayakan pemenuhan personil SATPOL PP dengan mengoptimalkan PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Dapat disampaikan bahwa Restrukturisasi Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam jabatan Fungsional disebut penyetaraan jabatan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, karena dengan dialihkannya menjadi pejabat fungsional, maka pegawai akan dituntut lebih aktif menemukan cara yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan organisasi, dan antar sesama pejabat fungsional harus selalu menunjukkan kompetensinya dan berkompetisi (dalam arti positif) apabila menginginkan jenjang karir yang lebih baik dan untuk selanjutnya akan dilakukan pemetaan analisa jabatan dan beban kerja serta standar kompetensi jabatan pada masing-masing jabatan fungsional.
5. Terkait dengan adanya beberapa keterlambatan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kejadian tersebut tidak berulang.
6. Terkait dengan penyelesaian pembangunan gedung depo arsip dapat disampaikan bahwa pada tahun 2022 belum dapat dilanjutkan karena pembangunan infrastruktur lebih difokuskan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan direncanakan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2023.

7. TERKAIT RUMAH SAKIT. 

Dalam rangka peningkatan layanan kesehatan di RSUD dr. R Soedarsono, Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan dukungan APBD Tahun Anggaran 2022, adapun pemanfaatan dukungan dari pihak ketiga melalui sistem KSO (kerja sama operasional) dalam hal pemakaian alat kesehatan.

8. TERKAIT PENATAAN PELABUHAN PASURUAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN SUPER PRIORITAS. 

Terkait usulan pembangunan trotoar kawasan pelabuhan sisi barat akan kami pertimbangkan.
Terkait penataan kawasan pelabuhan akan dilaksanakan Penandatanganan MoU dengan PT. Pelindo III pada bulan November ini dengan tahapan rapat koordinasi pembahasan draft kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota pasuruan dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) tentang Pemanfaatan Aset PT PELINDO III di Kota Pasuruan pada tanggal 19 oktober 2021.

Adapun untuk penataan Pedagang Kaki Lima, keamanan dan ketertiban dikawasan pelabuhan akan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan instansi terkait.
9. TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN PASAR MEUBEL BUKIR.

Pembangunan Pasar Mebel (Revitalisasi Sentra IKM Mebel) berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.900.000.000 (Sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah)  dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) merupakan Dana Alokasi Khusus Penugasan dimana Pemerintah Kota Pasuruan tidak mengusulkan, namun Pemerintah Pusat memberikan bantuan bagi daerah yang masuk dalam kawasan prioritas tertentu dengan lingkup kegiatan spesifik, dalam hal ini Kota Pasuruan dikenal memiliki kawasan industri penghasil mebel (Sebagai Kategori Kawasan Prioritas Tertentu dengan Lingkup Kegiatan Spesifik) sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2014 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Pasuruan.

Revitalisasi Sentra IKM Mebel yang akan dibangun di Pasar Mebel Bukir yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, meliputi :

a. Bangunan Kios Produk Kerajinan

b. Bangunan Workshop 

c. Bangunan Gudang dengan Area Loading

d. Kantor Pengelola dan Ruang Pertemuan 

e. Bangunan Toilet 

f. Area Parkir

g. RTH dan Landscaping

h. Sistem Jaringan Kebakaran

Sedangkan usulan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang rencananya diperuntukkan bagi pembangunan kembali bangunan gedung kios yang terbakar pada Tahun 2017 sejumlah 36 bangunan kios serta juga mengakomodir pembangunan pagar pada sisi timur dan selatan pasar dengan total usulan sebesar Rp. 3.799.500.000 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini masih belum ada kepastian terkait realisasi turunnya bantuan anggaran tersebut ke Pemerintah Kota Pasuruan, oleh karena itu sebagai upaya antisipasi Pemerintah Kota pasuruan mengalokasikan dari APBD sebesar Rp. 3.300.000.000 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
FRAKSI AMANAT PEMBANGUNAN

1. Penggunaan kartu elektronik dalam kontek pendapatan daerah merupakan bagian integral dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebuah program bersekala nasional. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Pasuruan berusaha adaptif dan terus menyelenggarakannya secara bertahap serta berkelanjutan, khususnya untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah (contoh elektronifikasi yang telah berlangsung adalah Pembayaran PBB – P2 melalui m-Bangking dan e–Bangking seta Virtual Account, pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melalui skema QRIS).
2. Terkait perkembangan penyelesaian Sertifikasi Aset Tanah yang harus diselesaikan pada Tahun 2021 dapat disampaikan bahwa kegiatan pensertifikatan aset tanah dari total 1.035 bidang telah bersertifikat sebanyak 471 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 564 bidang. Pada tahun 2021 telah terbit sertifikat sebanyak 69 bidang dan telah didaftarkan untuk sertifikasi sebanyak 366 bidang yang saat ini masih proses administrasi dan pengukuran peta bidang.

3. Dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara (JLU) menurut Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pengajuan penetapan lokasi JLU harus memperbarui Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, kemudian dilanjutkan proses pengajuan penetapan lokasi JLU ke Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya baru bisa dilaksanakan pembebasan tanahnya.
4. Adapun progress Revisi RTRW sudah melaksanakan Pembahasan Lintas Sektoral di Kementerian ATR/BPN pada tanggal 19 Oktober 2021 dan mendapat Persetujuan Substansi oleh Menteri ATR/BPN pada tanggal 9 November 2021. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 pasal 76, setelah mendapat Persetujuan Subtansi oleh Menteri ATR/BPN pada tanggal 9 Nopember 2021, tahap selanjutnya adalah:

1. Pelaksanaan persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD. 

2. Pelaksanaan evaluasi Ranperda RTRW oleh Gubernur Jawa Timur. 

3. Penetapan Perda RTRW oleh Walikota.
Semua proses tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 bulan, terhitung sejak mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri.
5. PDAM senantiasa melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Adapun elemen Rekening air PDAM selain biaya kubikasi pemakaian air, pelanggan juga dikenakan biaya abonemen. Sementara itu, untuk pembenahan kebocoran pipa, terutama Jaringan Distribusi Utama, masih diperlukan koodinasi dengan pihak-pihak terkait.
6. Pemerintah Kota Pasuruan akan melakukan kajian pengembangan aspek tradisi budaya yang diliteraturkan dan selanjutnya mengupayakan pelestarian tradisi budaya melalui: 
1. Penyusunan buku sejarah dan silsilah tokoh-tokoh yang menjadi panutan di Kota Pasuruan.

2. Pengenalan situs-situs peninggalannya yang masih ada kepada pelajar Kota Pasuruan.
3. Penambahan kurikulum muatan lokal tentang sejarah dan silsilah tokoh-tokoh panutan Kota Pasuruan
7. Kain Batik bisa hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini, tidak boleh lepas dari dukungan pemerintah daerah serta peningkatan kerja para produsen dan pelaku bisnis kerajinan batik yang ada di Kota Pasuruan. 


Pembinaan terhadap pengrajin batik terus dilakukan sehingga memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta motivasi untuk terus mengembangkan usahanya agar:
1. Produksi semakin meningkat 

2. Pemasaran semakin berkembang

3. Desain batik semakin inovatif

Sementara itu langkah yang dilakukan dalam upaya pelestarian dan pengembangan Batik Pasedahan Suropati antara lain:
1. Melaksanakan pembinaan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia kepada generasi 
muda khususnya anak didik melalui Pelatihan membatik

2. Melaksanakan kegiatan lomba membatik
8. Terkait usulan kenaikan anggaran Rumah Tidak Layak Huni menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan ke depan dalam menganggarkan rehab rumah tidak layak huni, namun demikian dengan menyisakan sekitar 1.500 usulan RTLH yang belum terealisasi dan berdasarkan hasil pelaksanaan dilapangan, anggaran sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) telah memenuhi syarat kecukupan berdasarkan kriteria rumah layak huni serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Revitalisasi pembangunan kawasan sekitar alun-alun dengan anggaran yang sangat fantastis dimana asumsi awal menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, namun karena sesuatu hal dana tersebut dialihkan dan dialokasikan dalam rancangan  anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
a. Pembangunan kawasan alun-alun dan sekitarnya merupakan bagian dari implementasi visi dan misi kami, Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, dengan pertimbangan bahwa alun-alun adalah pusat dan wajah kota pasuruan secara umum. Kemudian, pembangunan kawasan alun-alun dan sekitarnya merupakan bagian dari integrasi wisata religi di kota pasuruan yang juga diharapkan dapat mengungkit sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat serta peningkatan PAD.
b. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pembangunan fisik, sehingga dengan demikian dapat diketahui usulan pembangunan yang dapat diakomodir dan dianggarkan dalam APBD.
10. Pembangunan Pasar Mebel Bukir (Revitalisasi) merupakan langkah untuk meningkatkan sektor industri mebel yang merupakan salah satu ikon industri Kota Pasuruan khususnya di Wilayah Bukir dan sekitarnya. Pembangunan sentra IKM Mebel Bukir yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 khususnya dari aspek peningkatan sarana dan prasarana penunjang secara keseluruhan baik fisik dan non fisik bertujuan untuk menghidupkan kembali pengembangan Sentra IKM Mebel Pasar Mebel Bukir sebagai pusat industri dan perdagangan produk mebel/furniture/kerajinan kayu sehingga mampu mengangkat kembali Kota Pasuruan sebagai daerah penghasil produk mebel terbaik.
11. Terkait usulan raperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, telah dilakukan pembahasan dan proses fasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sedangkan Raperda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri
12. Terkait implementasi Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan eks Tanah Bengkok yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di lapangan khususnya terbatasnya jumlah buruh tani di Kota Pasuruan selaku penyewa telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan sehingga akan segera dilakukan evaluasi atas Peraturan Walikota tersebut. Hal ini telah sejalan dengan yang diharapkan oleh Fraksi Amanat Nasional.
FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara (JLU) menurut Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, pengajuan penetapan lokasi JLU harus memperbarui Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, kemudian dilanjutkan proses pengajuan penetapan lokasi JLU ke Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya baru bisa dilaksanakan pembebasan tanahnya.
2. Dapat dijelaskan bahwa terkait Tempat Pemakaman Pohjentrek, Pemerintah Kota Pasuruan sudah mendorong warga untuk menyerahkan Tempat Pemakaman yang berada di wilayah pohjentrek tersebut menjadi aset Pemerintah Kota Pasuruan agar bisa dikelola dalam pembangunan dan pemeliharaannya. 

3. Pemerintah Kota Pasuruan berada dalam kesamaan harapan dengan fraksi partai Gerindra agar anggaran pembelanjaan kegiatan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sebagaimana terjabarkan dalam maju ekonominya melalui program prioritas MOTIF (Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif) dan TUMPUAN (Bantuan Modal Usaha Perempuan Kepala Keluarga) sehingga berefek meningkatkan PAD.

4. Pembangunan payung sudah direncanakan secara matang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaannya. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing. Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan payung tersebut merupakan langkah awal untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Kota Pasuruan yang dampaknya dapat meningkatkan pula geliat ekonomi di masyarakat.

5. Pemerintah Kota Pasuruan akan meningkatkan pendampingan pasca pelatihan terhadap masyarakat maupun kelompok wirausaha berupa memberikan kemudahan penerbitan ijin berusaha, pemasaran produk dan membantu memperoleh akses permodalan dengan bekerjasama pihak perbankan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

6. Dapat disampaikan bahwa seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan selalu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian apabila dipandang masih terdapat kekurangan pada beberapa program/kegiatan kami akan berusaha secara optimal untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi Kota Pasuruan.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa peningkatan PAD juga merupakan fokus kami dimana masih terdapat sumber PAD yang perlu ditingkatkan pendapatannya.

7. Dapat disampaikan bahwa program/kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan, dan kegiatan pendampingan terhadap UKM di Kota Pasuruan telah direncanakan melalui dinas terkait.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan ke hadapan Sidang yang terhormat, sebagai tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pasuruan dalam rangkaian persidangan pembahasan Rancangan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ini. Tentunya kami menyadari bahwa apa yang kami sampaikan tidak akan secara sempurna menanggapi apa yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf, manakala dirasa masih ada kekurangan atau pun keterbatasan yang ada. Semoga, komunikasi intensif yang telah berlangsung akan membuahkan produk kebijakan daerah yang semakin mampu memenuhi atau pun menjawab kebutuhan Kota Pasuruan ke depan.
Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan senantiasa memperoleh taufik dan hidayah-Nya, agar dengan demikian kita pun dapat berharap akan selalu memperoleh ridlo-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

WASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB.
Pasuruan, 17 November 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
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